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SALINAN BUPATI SANGGAU

PERATURAN UUP ATI S/viVGGAU
NOMOR :  9  TAHUN2011

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN
PERICAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SANGGAU

Mcnimbang

Mengingat

HUPATI SANGGAU

a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian permintaan Izin Perkawinan

atau Izin Perceraian serta Surat Keterangan bagi Pegawai Negcri
Sipil  dalam  lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Sanggau,
dipandang perlu  membcrikan pendelegasian wewenang kepada
pcjabat tertentu di dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau
untuk menolak/memberikan Izin Perkawinan atau Perceraian serta

Surai Keterangan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa para Pejabat sebagaimana tersebut dalam Iajur 2 lainpiran
Peraturan  ini  dipandang enkap untuk menerima pcndcleg.asian

wevvenang tersebul:

c.  hahvva  pcmberinn  pcndelcgasian

dilclapknn dengnn Pemturan Hupati;
wewenang  diinaksud  pcrlu

1. Undang-undang Nomor 27 '['alum 1959 tentang Pcnetapan Undang-
imdang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor  169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara   Republik
Indonesia 7'ahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Neonrn

^AAb /4_ 4^/)
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5. PeraUiran Pcmerintah Nomor 9 Tahun 1975 lenlang Pclaksanaan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Pcraluran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

PeraUiran  Pcmerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pcngangkatan, Pemindahan dan Pemberhetian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENOELEGASIAN
WEWENANG  MENGENAI  PENOLAKAN/PEMBERIAN  IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN
BAGI  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  DALAM  LINGKUNGAN
PEMERJNTAHAN KABUPATEN SANGGAU

Pasal 1

Memberikan pendelegasiaii wewenang kepada Pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 (Dua) lampiran
Peraturan Ini untuk menolak atau memberikan Izin Perkawinan atau Perceraian serta Surat Keterangan kepada
Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam lajur 3 (tiga) lampiran peraturan ini.

Pasal 2 ,

Pcnolakan atau Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian serta Surat Keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ini adalali :

a. Perkawinan yang akan dilaktikan oleh Pegawai Negeri Sipil pria dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

b. Perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan
keempat dari pria yang btikan Pegawai Negeri Sipil.

c. Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita.

d. Surat Keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Dupati Ini, uiaka Perafuran Bupati Sanggau Nomor 04 Tahun 2005 tentang

Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Mukuman Disiplin,  Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku la<ii.
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Peraturan Bupati  ini mulai  berlaku pada tanggal  diundangkan  agar setiap orang mengetahuinya,
*"  memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Dacrah Kabupatcn

Qnnnaan

Ditetapkan di SANGGAU
PadaTanggal 4 APRIL 201 1

BUPATI SANGGAU

TTD

H.SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di SANGGAU
Pada Tanggal 4 APRIL 201 1

Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun201 1

Untuk salinan yang sail sesuai dengan aslinya

ReKPtstaris Basrah,

Prs.C.ASPANDI
Pembina Utama Madya

NIP. 19530610 197803 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Barat

Up. KepaJa BKD Prop. Kalbar di Pontianak.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sangga\  di Sanggau.

5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

6. Para Asisten Sekda Kabupaten Sanggau di Sanggau.

7. Para Carnal: se-Kabupaten San^gau.
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No in or

Tansssd
9
4

NOMOR20I i
APRIL 201 [

TENTANG
DAFTAR PENBELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENQJLAKAN/PEMBERJAN IZIN

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAG1
PEGAWAI NEGER1 SIPIL DA LAM MNGKUNGAN KAHUPATEN SANGGAU

NO

II.

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG

I. Wnkil Bupati Sanggau

2. Sckrctaris Dncrnh Kabupnlcn .Sanggau

3. Asisten Adrninislrasi Tata lVmcrintiihiui

4. ; Asisten Adnmiis(ra-si IVinhangunan

5. Asisten AcfiTiinistrjsi Umum

6. | Sekrctaris DPRD Kabupatcn Sanggau

-Kadis ESDM Kab. Snnggau
-Kadis Kebudayaandan Pariwisam Kab. Sanggau
-Kadis PU Kab. Sanggau

I -Kadis Perumian Kab. Sanggau
I. -Kadis Perindagkop & UKM Kab. Sanggau

-Kadis Dikpora Kab. Sanggau
-Kadis Keselialan Kab. Sanggau
-Kadis Hulbun Kab. Sanggau
-Kadis Hubkominfo Kab. Sanggau
-Kadis Dukcapil Kab. Sanggau
-Kadis Sosnakertrans Kab. Sanggau
-Kadis PPKAD Kab. Sanggau

-Inspcktur Kab. Sanggau
-Kepala BAPPBDA Kab. Sanggau
-Kepala BKD Kab. Sanggau
-Kepala BPPKB dan PA Kab. Sanggau
-Kepala BLHKPK Kab. Sanggau
-Kepala BPM PEMDES Kab. Sanggau
-Kepala 13P4K Kab. Sanggau

-Kakan PMP2 Kab. Sanggau
-Kakan Kesbangpolinmas Kab. Sanggau
-Kakan ARPUSDA Kab. Sanggau
-Kakan Ketahanan Pangan Kab. Sanggau

- Kasai POI.PP Kab, Sanggau
-Direktur RSUD Kab. Sanggau

Para Carnal se-Kabupalcn Saiiggau

KETERANGAN

3
Terhadap PNS golongan/ruang IJI/d s/d IV/c
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

Tcrhadap PNS golongan/ruang fif/a s/d III/c di
lingkungan Pemerintah K.abupalcn Sanggau

Torli;ic]ap 1"*NS golongnn/ruajig Il/d ki: bnwah
dilingkunpan /\ isiun Adniinisimsi Tala PcinerinUihan
SL'krclaris I!)acr;i!i Kahupaten Sanp.gan.

Terhadap PNS golongan/ruang ll/d kebawah
dili'ngkungan Asisfcn Administrasi Pcnibaiigunan
Sckrciiiris Daerah KabupaiC7i.

Terhadap PNS golongan/ruang Il/d kebawali
dilingkungaii Asistcn Adminisirasi Urmini Sckrciaris
Daerah Kabupatcn.

Teriiadiip PNS Golongan/RKing Il/d ke hawah
dilingkungiui kerjiinya.

ferhadap PNS golongan/ruang U/d kebawah
dilingkungan kerjanya masing-masing.

Terhadap PNS golongaJi/ruang Il/d fccbawah
dilingkiingan kcrjanj'a masing-masing.

Terhadap PNS golong;in/ru:ing Il/d kcbawnh
dilingkungiin kcrjanya nuising-masing.

TerhtKhip I*NS golongan/ruung ll/d kcbawah
dilingkungan korjiinya tnasing-masing.

Ti;rh:idap PNS "olongan/ruang Il/d kcbnwah
dilingkungitn kcrjiinya masing-masing.

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN
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